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ABSTRAK

Akad nikah adalah perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan
mempelai laki-laki di depan paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat
menurut syari’ah. Ijab, yakni penyerahan mempelai wanita oleh walinya kepada
mempelai laki-laki. Qabul, yakni penerimaan mempelai wanita oleh mempelai laki-
laki. Tunawicara merupakan orang yang tidak bisa berbicara seperti orang normal
pada umumnya. Dengan demikian, orang tersebut tidak bisa mengucapkan akad
nikah dengan jelas. Namun dalam ketentuan hukum Islam, pengucapan ijab gabul
harus jelas. Paradigma ini menjadi tantangan bagi hukum Islam untuk menjawab
permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sebagai akibat dari
perkembangan zaman. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan
penelitian terkait bagaimana praktik akad nikah tunawicara di KUA Se-Kota
Yogyakarta serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan
Indonesia terhadap akad nikah tunawicara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan,
mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini
terjadi atau ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan
wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan
menggunakan sudut pandang hukum Islam. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan
dengan sudut pandang Undang-undang Indonesia. Teknik dalam penelitian ini
dengan menggunakan metode induktif dan /atau deduktif, yaitu dalil dan teori yang
ada dihubungakan dengan fakta dilapangan, menguraikan data dari lapangan
kemudian dianalisis dengan menggunakan ketentuan hukum Islam dan UU
Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini maka disimpulkan bahwa akad pernikahan
tunawicara adalah akad pernikahan yang dilakukan oleh mempelai pria yang tidak
dapat berbicara karena bawaan dari lahir atau karena suatu penyakit. Ketika
mempelai pria melakukan kabul dilaksanakan sesuai dengan kemampuan
mempelai. Hal ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pertama, dengan
menggunakan bahasa isyarat yang ia pahami dan isyaratnya dapat dimengerti oleh
para saksi dan kedua, dilakukan dengan diwakilkan oleh orang lain. Kemudian
dalam realita yang terjadi di KUA Se-Kota Yogyakarta ini, pengagabulannya
dibantu oleh seorang juru bicara, yang mana salah satunya merupakan kakak
kandungnya sendiri. Menurut Hukum Islam sah atau boleh karena sudah sesuai
dengan syari’at Islam.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. la
adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-
Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.! Nikah, menurut
Bahasa: al-jam 'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj)
bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa
diartikan (wath 'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri.

Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh
Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari Bahasa Arab “nikahun” yang
merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “nakaha”,
sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia
sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk
dalam bahasa Indonesia.? Dalam pernikahan, ridanya laki-laki dan perempuan
serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang paling pokok untuk

mengikat hidup berkeluarga.

! Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat | (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hIm
9; Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2004), Cet ke-3, him. 125.

2 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2000), him.
11.



Bagi umat Islam, telah pasti dan tidak ada kesanksian sedikit pun bahwa
perkawinan adalah suatu perjanjian syariat (agad syar’i) yang sah atau batalnya
ditentukan semata-mata oleh hukum llahi. Untuk melangsungkan pernikahan,
lima faktor di bawah ini telah ditetapkan menurut mazhab yang masyhur di
Indonesia sebagai suatu keharusan:

1. Akad (ijab dan gabul)
2. Wali

3. Saksi

4. Calon suami; dan

5. Calon istri

Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat jelas.
Karena itu, harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan
mengadakan ikatan suami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata
oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan
sighat dalam pernikahan.® Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan
membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab.
Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan
akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut gabul. Kedua
pernyataan antara ijab dan qabul inilah yang dinamakan akad dalam
pernikahan.

Hal yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang

akan melangsungkan ikatan perkawinan adalah adanya kerelaan dan

3 Ibid., him. 73



persetujuan dengan ikatan tersebut. Hal ini bersifat abstrak dan psikologis
sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, dalam mencapai persetujuan haruslah
berbentuk kata-kata, tindakan, atau isyarat yang dapat dimengerti, selama tidak
diikuti penolakan.*

ljab gabul bagi tunawicara sah dengan isyaratnya, bilamana dapat
dimengerti, sebagaimana halnya dengan akad jual belinya yang sah dengan
jalan isyaratnya, karena isyarat itu mempunyai makna yang dapat dimengerti.
Tetapi kalau salah satu pihaknya tidak memahami isyaratnya, ijab gabulnya
tidak sah, sebab yang melakukan ijab gabul hanyalah antara dua orang yang
bersangkutan itu saja. Sebagaimana KHI Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan
bahwa:

“Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu
persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat
dimengerti.”®

Penyusun melakukan penelitian di KUA Kota Yogyakarta karena jumlah
kaum difabel di Kota Yogyakarta cukup tinggi mencapai 6642 orang tahun
2017-2018, sedangkan untuk kaum tunawicara 1226 orang.

Berdasarkan keterangan di atas penyusun ingin meneliti proses akad
nikah bagi tunawicara ketika mempelai mengucapkan gabul, menggunakan
isyarat atau diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam
pengucapan gabul harus diucapkan secara jelas dan bagaimana tinjauan hukum

Islam terhadap gabul melalui juru bicara.

#1bid., him 84.

5> KHI Pasal 17 ayat (3)



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan

pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1.

Bagaimana praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di Kota
Yogyakarta ?

Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Perundang-undangan di
Indonesia terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang

menggunakan di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

2.

Untuk menjelaskan praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di
Kota Yogyakarta.

Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah
bagi mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara di Kota

Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya khazanah
pemikiran hukum Islam, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga
Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tuntunan dan wawasan

bagi para pelaksana pernikahan tunawicara agar sesuai syariat Islam.



D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penyusun menelusuri beberapa buku
dan skripsi yang berkaitan dengan akad nikah tunawicara. Pembahasan
mengenai akad nikah calon mempelai bisu (tunawicara) belum banyak
ditemukan secara spesifik mengenai hal ini. Akan tetapi pembahasan tentang
akad nikah banyak ditemukan dalam literature fikih klasik maupun modern.
Hal ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab fikih yang ada kaitannnya dengan
ijab gabul, baik membahas secara spesifik maupun garis besarnya saja.

Buku-buku tersebut Antara lain pertama, karangan Miftah Faridl yang
berjudul Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga. Karangan Miftah
Faridl, menjelaskan bahwa orang bisu yang mau menikah maka gabulnya
dapat dengan isyarat yang dapat dipahami secara pasti oleh wali dan saksi,
serta menandatangani pernyataan tertulis tentang gabulnya tersebut. Atau
orang bisu juga bisa mewakilkan gabulnya itu kepada pria lain yang dapat
dipercaya secara tertulis.® Dalam buku ini tidak ada penjelasan tentang
pandangan para Ulama terhadap akad nikah semacam ini. Oleh karena itu,
dalam skripsi ini akan dijelaskan tentang pendapat para Ulama terhadap lafaz-
lafaz yang boleh digunakan dalam berakad.

Kedua, buku yang berjudul Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga
dalam Islam karangan Ali Yusuf As-Subki, menjelaskan bahwa diperbolehkan
pernikahan orang bisu dengan isyarat yang dapat dipahami sebagaimana

diperbolehkannya dalam transaksi jual beli karena isyarat tersebut dapat

& Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah dan Keluarga, (Jakarta: Gema Insani, 1999), him. 32.



dimengerti maknanya.” Dalam buku ini tidak dijelaskan tentang tinjauan
hukum Islam terhadap akad nikah melalui juru bicara bagi mempelai
tunawicara.

Ketiga, buku berjudul Fikih Keluarga karangan Syaikh Hasan Ayyub
menjelaskan bahwa jika bahasa isyarat orang bisu dapat dipahami maka sah
akad nikah yang dilakukan. Karena hal itu merupakan pengertian yang tidak
dapat dipahami kecuali dari satu pihak saja. Seperti halnya dengan isyarat jual
beli, talak, dan 1i’an.® Dalam buku ini juga tidak dijelaskan tentang akad nikah
bagi tunawicara yang menggunakan juru bicara sebagai penterjemah dalam
pengucapan gabulnya.

Keempat, skripsi yang berjudul “Akad Nikah Bagi Orang Gagu
Menurut Hukum Islam (Studi kasus di KUA Kotagede Yogyakarta Tahun
2009)”, oleh Nidaul Lailatul Mubarokah. Dalam skripsi ini menjelaskan
tentang akad nikah orang gagu yang terjadi di Kotagede Yogyakarta. Dalam
perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penyusun lakukan terletak pada
pengucapan gabul oleh mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara

tidak hanya dengan menggunakan isyarat. Serta ketidakjelasan terhadap

7 Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta:
Amzah, 2010), him. 103.

& Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), him. 84.



tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ijab gabul bagi mempelai
tunawicara yang menggunakan juru bicara.®

Kelima, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon
Bantul”, oleh Nenih Hasanah. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang akad
nikah orang tunawicara yang terjadi di Sewon Bantul. ljab gabul yang
dilakukan oleh mempelai tunawicara adalah dengan tulisan , didampingi oleh
juru bicara , dan dengan menggunakan bahasa isyarat.’® Tinjauan hukum
Islam terhadap pelaksanaan ijab gabul bagi mempelai tunawicara dengan
secara tertulis , Bahasa isyarat , maupun menggunakan juru bicara dianggap
sah.

Keenam, Jurnal Al-Ahwal yang berjudul “Status Perkawinan Dalam
Hukum Islam: Kajian Teoritik Figh Konvensional Dan Figh Kontemporer”,
oleh Asrizal. Dalam jurnal ini hanya menjelaskan ljab gabul secara umum dan
status perkawinan menurut figh saja.'*

Karya ilmiah yang di telaah oleh penyusun semuanya berkaitan dengan
akad nikah tunawicara, akan tetapi masing-masing karya ilmiah tersebut

mempunyai titik tekan yang berbeda-beda. Perbedaan dengan skripsi ini

® Nidaul Lailatul Mubarokah “Akad Nikah bagi Orang Gagu (Studi Kasus Di KUA
Kotagede Yogyakarta 2009)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2010)

10 Nenih Hasanah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah bagi Mempelai
Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

11 Asrizal, “Status Perkawinan Dalam Hukum Islam: Kajian Teoritik Figh Konvensional
dan Figh Kontemporer”, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7:2 (Januari 2014), hlm. 182.



penyusun meninjau akad nikah tunawicara dengan hukum Islam dan
Perundang-undangan Indonesia.
E. Kerangka Teoretik
Berdasarkan penelitian diperoleh kepastian, bahwasanya dalil-dalil
syar’iyyah yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan
dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber, yaitu: Al-Qur’an,
As-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.!? Telah sepakat para ulama bahwa terjadinya
perkawinan itu secara sempurna setelah dilakukan ijab dan gabul dari suami
istri (semula calon istri dan calon suami) atau orang-orang yang menggantikan
keduanya sebagai wali atau wakil. Dan tidak sah akad nikah itu apabila hanya
terjadi karena saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa ada akad
nikah.*®
Selanjutnya Pasal 29 KHI mengatur bahwa :
1. Yang berhak mengucapkan gabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan gabul nikah dapat diwakilkan kepada pria
lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas
secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk
mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria

diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

12 Abdul Wahhab K hallaf, Ilmu Ushul Figh, Alih Bahasa oleh Muhammad Zuhri dan
Ahmad Qarib, cet.ke-1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), him. 13.

13 Jawad Muhammad Mughniyah, Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima
Mazhab, (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi’l dan Hambali), Yogyakarta, Penerbit Kota Kembang,
1978, him. 7.



Dalam KHI Pasal 29 ayat 2 mengatur tentang tawkil dalam gabul, dalam
konteks ini ada ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas
secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk
mempelai pria. Dengan demikian jika syarat-syarat dan rukun-rukun
perkawinan telah dipenuhi, maka sah perkawinan nya dan para pihak saat itu
berubah status sebagai suami-istri. Sejak saat itu timbul hak dan kewajiban
sebagai suami-istri.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab-gabul dalam akad nikah boleh
dilakukan dengan bahasa, kata-kata, atau perbuatan apa saja yang oleh
masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan, sama
halnya dalam semua transaksi. Para ulama fikih sependapat bahwa dalam gabul
boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun. Tidak terikat satu bahasa
atau dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa ridha dan setuju,
misalnya, “Saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya”.

Adapun masalah ijab, ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-
kata nikah (z\s) atau tazwij (&) atau bentuk lain dari dua kata tersebut
seperti: zawwajatuka (LiasJ), ankahtuka (&issif) yang keduanya, secara jelas,
menunjukkan pengertian nikah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang
kata-kata dalam ijab selain dengan kedua kata tersebut (nikah dan tazwij).
Misalnya: saya serahkan, saya jual, saya milikkan atau saya sedekahkan.

Golongan Hanafi, Al-Tsauri, Abu Ubaid, dan Abu Dawud membolehkan
penggunakan kata nikah dan tazwij. Sebab, hal yang penting dalam ijab adalah

niatnya dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, maka semua
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lafal yang dianggap cocok dengan maknanya, dan secara hukum, dapat
dimengerti, yaitu kata-kata tadi dengan maksud agama maknanya sama,
hukumnya tetap sah., karena Nabi pernah mengijabkan seorang sahabat

pasangannya, dengan sabdanya*:
OAN (e Slaa Loy LagiSls 48

Jika kata-kata dalam ijab gabul dapat digantikan dengan kata-kata
kiasan, hukumnya sah seperti halnya menyatakan cerai dengan menggunakan

kata-kata kiasan. Kemudian di dalam kaidah fikih®®

A8l ANS oS ABad) B3l )

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa izin yang datang kemudian sama
kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu. Sama
halnya akad nikah boleh diwakilkan orang lain tetapi harus seizin mempelai
pria, dan kemudian mempelai pria mengizinkan nya, maka tindakan hukum itu

menjadi sah, dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan si mempelai pria.
16cld &% of il J s8OS
Sesungguhnya berdasarkan kaidah ini, adalah sah dalam setiap akad jual

beli, sewa menyewa dan lain-lainnya, akad untuk menyebut “qabiltu” (saya

telah terima) dengan tidak mengulangi rincian dari ijab. Rincian ijab itu, seperti

14 Shahih Al-Bukhori, jilid 4, edisi Muhammad Fuad Abdul Bagi (Jakarta: Pustaka As-
Sunnah, 2010), him 190, hadis nomor 1005, Bab Nikah.

15 |bnu Taimiyah, al-Qawai’id al-fighiyah, cet. I, (Riyadh: Maktabah al-Ruysd, 1422
H/2001 M), him. 21.

16 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 136.
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saya jual barang ini dengan harga sekian dibayar tunai, cukup dijawab dengan

“saya terima”.

Meskipun dalam melakukan ijab-kabul tersebut sebagian fukaha
menekankan bahkan di antaranya mengharuskan secara lisan (kata-kata), tetapi
pada umumnya fukaha membolehkan ijab-kabul dengan cara kitdbah (tulisan),
isyarah (isyarat), maupun dengan ta’thi (saling beri memberi, seperti dalam
,jtransaksi swalayan®). Dalam hal ini para fukaha tersebut mengemukakan

beberapa kaidah, antara lain:’

o Uadl) 1S 4 gy

Obaadls & LS (il AY 82 ggaal) 5 L&YY

e

ljab dan gabul ini merupakan syarat mutlak dalam sebuah pernikahan,
karena merupakan kesepakatan (perjanjian) antara mereka untuk menjalin hidup
berumah tangga. ljab gabul merupakan kekuatan hukum yang melahirkan segala
hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat ijab gabul atau lebih dikenal dengan
istilah akad nikah didalam Kompilasi Hukum Islam maupun pemahaman di
masyarakat.

ljab dan gabul ini diatur didalam KHI mulai dari pasal 27 hingga 29.
Pelaksanaan ijab gabul ini haruslah dilakukan beruntun tanpa ada selang waktu.
Pada prakteknya ijab qgabul ini dapat membuat calon mempelai pria merasa

gugup, sehingga tidak jarang kita lihat proses akad nikah ada yang diulang hingga

17 Hasbi ash-Shiddiqy, Pengantar Figh Mu’amalah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
1997), him. 30-31
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dua atau tiga kali.*® Adapun poin-poin proses yang ada pada saat akad nikah

adalah sebagai berikut:*®

1.

2.

3.

4.

Adanya pernyataan dari wali untuk mengkawinkan (ijab)

Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria (gabul)

Ada kata-kata nikah atau kawin

Tidak ada jeda waktu, ijab dan gabul menyambung

Isi dari sighat ijab gabul jelas

Forum ijab gabul itu dihadiri wali wanita (keberadaan mempelai
wanita boleh ada boleh tidak), mempelai pria, dua orang saksi.

KHI sendiri membuka kesempatan untuk mempelai pria dapat
diwakilkan pada saat akad. Kondisi itu dapat dimaklumi bila
mempelai pria tidak dapat hadir karena hal-hal tertentu atau atas suatu
sebab. Terhadap peristiwa seperti ini tidak serta merta akad nikah
dapat berlangsung begitu saja walaupun ada wakil dari mempelai pria.
Sikap dari mempelai wanita terhadap mempelai pria yang diwakilkan
yang dapat menentukan berlangsungnya akad nikah. Jika timbul
keberatan atau penolakan dari mempelai wanita, maka akad nikah

dapat tidak dilangsungkan.

18 Umar Haris dan Aunur Rahim Fagih, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta, Gama
Media, 2017), him. 67.

19 Idris ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta, Bumi Aksara, 1999), him. 50.
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah penelitian lapangan (field research), yang bertujuan untuk
mendeskripsikan sebuah penelitian dan apabila memungkinkan
memberi solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari.?°
Penelitian yang mengambil data dari lapangan (di KUA Se-Kota
Yogyakarta). Dalam hal ini untuk menjelaskan praktik akad nikah
tunawicara di KUA Se-Kota Yogyakarta.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan
apa — apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya
mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-
kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dalam penelitian ini
penyusun menjelaskan terkait proses akad nikah bagi mempelai
tunawicara oleh KUA di Kota Yogyakarta, kenudian dianalisis
menggunakan tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Indonesia.

3. Sumber Data
a. Data Primer

Data ini yang diperoleh langsung oleh penyusun dari hasil

penelitian lapangan secara langsung ke lokasi penelitian di KUA

20 Gaifudin Azar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him 36.
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se-Kota Yogyakarta dengan instrument yang sesuai. Di Kota
Yogyakarta terdapat 14 KUA, dan peristiwa akad nikah tunawicara
hanya terjadi di 3 KUA saja.

Data Sekunder

Data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah studi
pustaka dengan buku-buku yang membahas tentang perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam, Ushul figh, Al-Qur’an dan Hadis serta

karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi, yaitu pengamatan dari peneliti baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.?* Penyusun
mengamati langsung praktik akad nikah tunawicara yang

terjadi di KUA Mantrijeron.

. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan
yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar
pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.??
Dalam hal ini penyusun mewawancarai 10 kepala KUA Se-

Kota Yogyakarta.

21 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2011), him. 140.

22 1bid., him. 138.
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c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang
digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Teknik
dokumentasi ini merupakan pengumpulan data, Yyang
bersumber dari bahan tertulis atau yang lain, yang meliputi
berbagai sumber dokumen, surat-surat, laporan, arsip-arsip,
artikel, foto pernikahan orang tunawicara yang dilakukan di
KUA Kota Yogyakarta, dan juga peraturan perundang-
undangan.
5. Pendekatan Penelitian
a. Normatif
Pendekatan ini berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum
Islam yang berlandaskan pada Al-Qur’an , Al-Hadis, dan kaidah-
kaidah ushul figh. Hal ini untuk memudahkan dalam pengkajian
tentang akad nikah calon suami tunawicara yang ditinjau dari
hukum Islam.
b. Yuridis
Pendekatan ini berguna untuk mengetahui masalah yang
diteliti, yang berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia (Hukum Positif) yakni Undang-undang No. 1 tahun 1974

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
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6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara
sistematis, yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan
dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Analisis
data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif, apabila data
sudah terkumpul, kemudian disusun dan melaporkan apa adanya ,
serta diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.?*> Adapun
metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis induktif dan /atau deduktif.

Metode induktif adalah metode analisis data yang berangkat dari
faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang
bersifat umum.?* Dengan metode induktif ini, peneliti menemukan
berbagai fakta-fakta atau fenomena melalui pengumpulan dan
wawancara di lapangan kemudian menganalisisnya. Data tersebut
diambil dan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi, sehingga dapat menyimpulkan bagaimana praktik
akad nikah tunawicara di KUA Se-Kota Yogyakarta. Metode
deduktif merupakan metode analisis data yang dimulai dari dalil-
dalil  umum, postulat, dan paradigma tertentu kemudian

menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak

2 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan
llmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), him. 146.

24 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan
Penguasaan Metodologi Penelitian), cet. ke-2, (Malang: UIN Maliki, 2010), him. 130.
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pengambilan kesimpulan.?® Dengan metode deduktif ini, peneliti

menggunakan dalil dan teori yang sudah ada kemudian

dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.
G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara
keseluruhan, sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang
pembahasan skripsi. Pendahuluan ini meliputi ruang lingkup sebagai
berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum terhadap
perkawinan. Menguraikan tentang pengertian dan ruang lingkup
perkawinan , tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan,
macam-macam lafaz akad nikah.

Bab ketiga merupakan gambaran umum KUA di Kota Yogyakarta
dan praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA se-Kota
Yogyakarta. Gambaran umum KUA se-Kota Yogyakarta meliputi sejarah
perkembangan, letak geografis, tugas pokok dan fungsi KUA, struktur
organisasi.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, yaitu analisis hukum
Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA se-

Kota Yogyakarta, yang meliputi analisis terhadap akad nikah mempelai

25 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), him. 66.
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tunawicara, dan analisis terhadap akad nikah mempelai tunawicara yang
diwakilkan.
Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran,

yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan dengan

lampiran-lampiran.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pada kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa praktek akad nikah bagi tunawicara di KUA Se-Kota Yogyakarta terdiri
dari dua model. Pertama, penggabulannya diucapkan oleh mempelai laki-laki
sesuai dengan kemampuan ia mengucapkan (gagu) dan dapat dipahami oleh para
saksi. Kedua, penggabulannya diwakilkan oleh juru bicara dari keluarga atau orang
lain.

2. Bahwa menurut hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia praktek akad
nikah tunawicara diatas sudah sesuai dengan syari’at Islam dan Perundang-
undangan di Indonesia.

B. Saran-Saran

Dilihat dari kasus yang ada serta pendapat-pendapat para petugas KUA
tersebut, maka hendaknya pernikahan tunawicara ini untuk lebih diperhatikan ke
depannya. Untuk mengadakan pelatihan bahasa isyarat dan lain sebagainya atau
mempunyai juru bicara disetiap KUA agar mempermudah petugas jika menemui

pernikahan tunawicara.

91



92

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur’an

Kementerian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Insan Kamil,
2007.

B. Kelompok Hadis

Bagi, Muhammad Fuad Abdul, Shahih Al- Bukhori, jilid 4, Jakarta: Pustaka As-Sunnah,
2010.

C. Figh/ Ushul Figh
Aminuddin, dan Slamet Abidin, Figh Munakahat I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Terori Akad dalam Fikih
Muamalat, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001), him. 95.

A Rahman Asyumi, Qaidah-gaidah Figh, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
1399 H/1979 M.

Aunur Rahim Fagih, dan Umar Haris, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Gama
Media, 2017.

Ayyub, Syaikh Hasan, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Azhary, M. Tahir, Bunga rampai hukum Islam, (Jakarta: In Hill Co, 1997), him. 42

Az-Zarqa, Al-Figh al-Zslami fi Taubihi al-Jadid, (Damaskus: Matabi’ Alifba al-Adib), I:
424,

Faridl, Miftah, 150 Masalah Nikah dan Keluarga, Jakarta: Gema Insani, 1999.
Fauzan, Syaikh Shahih bin Fauzan Al-, Ringkasan Fikih Lengkap, (Jakarta: PT. Darul
Falah, 2005), him. 568.

Ghazaly, Abd. Rahman, Figh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), him. 45-46.

H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika
Pressindo, 1995), cet. ke-2 him. 114,



93

Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia 2000.

Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), him 75.

Hamid Hakim, Abdul, Mabadi Awwaliyah (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) cet. ke-1, juz I,
him. 9.

Ibnu Syarif, Mujar, Ide Tagnin Ibn al-Mugaffa’ dan Relevansinya dengan Penerapan
Syariat Islam di Indonesia, dalam Masyhuri Abdillah, Formalisasi Syariat
Islam di Indonesia (Jakarta: Renaisan, 2005), him. 71.

Ibnu Taimiyah, al-Qawa ’id al-fighiyah, cet. |, Riyadh: Maktabah al-Ruysd,
1422 H/2001 M.

Ilmu Figh 11, him. 49, lihat pula Zakiah Daradjat, op. cit., him. 38.

Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Figh, Alih Bahasa oleh Muhammad Zuhri dan
Ahmad Qarib, cet.ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: Trinity Optime Media, 2007,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Tahun 2009/2010

Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha lIimu,
2011), him. 4.

Mubarokah, Nidaul Lailatul, “Akad Nikah bagi Orang Gagu (Studi Kasus Di KUA
Kotagede Yogyakarta 2009)”, skripsi tidak diterbitkan, fakultas syari’ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)

Muhammad Azam, Abdul Aziz, Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Amzah), him. 62.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Abdul Wahab Sayyed Hawas, Fikih Munakahat
(Khitbah, Nikah, dan Talak), him. 96-99.

Mughniyah, Jawad Muhammad, Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima
Mazhab, (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi’l dan Hambali), Yogyakarta, Penerbit
Kota Kembang, 1978.

Ramulyo, Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.



94

Rusyd, lbnu, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, (Beirut: Dar al-Fikr), him.
226.

Sabiq, As-Sayyid, Figh al-Sunnah, (Kairo: Al-Fath li Al-I’lam Al-Araby), 1I: 90.,

Sohari Sahrani, M.A. Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-2 him. 8.

As-Subki, Ali Yusuf, Figh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Jakarta:
Amzah, 2010.

Wahab Khallaf, Abdul., ‘llmu Ushul Figh, Alih Bahasa oleh Muhammad Zuhri dan
Ahmad Qarib, cet ke-12, (Kudus: Dina Utama Semarang, 1994), him 319.

. Lain-lain
Azar, Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan limu
Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

M. Karman, dan Supiana, Materi Pendidikan agama Islam, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2004, Cet ke-3.

Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan
Penguasaan Metodologi Penelitian), cet. ke-2, (Malang: UIN Maliki, 2010),
him.130.

Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), him. 66.



LAMPIRAN-LAMPIRAN
TERJEMAH AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal. Nomor Ayat Al-Quran dan Terjemahan Ayat
Footnote Hadis
BAB |
10 14 Hadis diriwayatkan Aku telah  milikkan dia
oleh Imam Bukhari kepadamu dengan mahar ayat-
ayat Al-Qur’an yang kamu
mengerti.
10 15 Hadis diriwayatkan Izin yang datang kemudian
oleh Ibnu Taimiyah sama kedudukannya dengan
perwakilan yang telah
dilakukan lebih dahulu.
10 16 Kaidah Fikih yang Setiap kabul/penerimaan boleh
ditulis oleh Djazuli dengan ungkapan saya telah
terima.
11 17 Kaidah Fikih yang Tulisan itu dapat disamakan
ditulis oleh Hasbi ash- | dengan ucapan.
Shiddiqy
11 17 Kaidah Fikih yang Isyarat bagi orang bisu sama
ditulis oleh Hasbi ash- | artinya  dengan  penjelasan
Shiddiqy dengan lidah.
BAB II
17 6 QS. Ar-Rim (30) : 21 | Dan  diantara  tanda-tanda
kekuasaan-Nya  ialah  Dia
menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan  sayang.
Sesungguhnya  pada  yang
demikian  itu  benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum
yang berfikir.
18 7 Hadis diriwayatkan Wahai para pemuda, siapa yang

oleh Ibnu Mas’ud

sudah mampu menafkahi biaya
rumah tangga, hendaknya dia
menikah. Karena hal itu lebih
menundukkan  pandangannya
dan menjaga kemaluannya.
Siapa yang tidak mampu,
hendaknya dia berpuasa, karena
puasa  dapat  meringankan




syahwatnya.

BAB IV

75

Kaidah Fikih yang
ditulis oleh Zakiyah
Darajat dkk

Akad yang mengandung
ketentuan hukum  kebolehan
hubungan kelamin dengan lafaz
nikah atau tazwij atau yang
semakna keduanya.




10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

PEDOMAN WAWANCARA

Sudah berapa kali KUA mengakadkan pernikahan dengan mempelai
tunawicara ?

Bagaimana prosedur akad nikah bagi mempelai tunawicara yang berlaku
di KUA?

Bagaimanakah penerimaan atau pelaksanaan mereka terhadap prosedur
akad nikah yang berlaku di KUA ?

Adakah syarat-syarat khusus bagi kedua mempelai tunawicara ?

Jelaskan persamaan dan perbedaan antara akad nikah orang normal dengan
akad nikah tunawicara ?

Dengan cara apakah pihak KUA (BP4) menasehati mempelai yang
tunawicara sehingga mudah dipahami ?

Adakah panduan khusus atau dasar hukum untuk pelaksanaan akad nikah
tunawicara ?

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah tunawicara yang
sudah berjalan di KUA ?

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah tunawicara yang
menggunakan pemandu (juru bicara) ?

Bagaimanakah praktik ijab gabul bagi mempelai tunawicara ?
Bagaimanakah seorang wali mengucapkan ijabnya kepada calon mempelai
tunawicara ?

Jika dalam akad nikah itu tidak ada yang dapat memahami maksud
penggabulan dari mempelai tunawicara, bagaimana solusi untuk
menentukan hukumnya sah atau tidak ?

Siapakah yang mengawasi jalannya akad nikah ?

Mengenai saksi, apakah ada syarat-syarat tertentu dalam akad nikah
tunawicara ?

Berapakah jumlah saksi yang harus disetujui sah tidaknya dalam akad
tunawicara ?

Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses pernikahan tunawicara ?
Apa saja tugas dari KUA pada saat akad nikah, karena mereka adalah
calon mempelai tunawicara ?

Adakah pencatatan khusus bagi mempelai tunawicara di KUA ?
Bagaimana program ke depan di KUA mengenai prosedur dan pencatatan
khusus bagi mempelai tunawicara ?

Adakah pembacaan ta’lik talak bagi mempelai tunawicara ?
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